






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
       Hasil dari penelitian pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum dalam pembangunan alam ruang terbuka hijau publik di Kabupaten 
Banggai maka dapat disimpulkan: 
1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam 
pembangunan alam ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah pada 
kegiatan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kabupaten 
Banggai pada umumnya belum terlaksana sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan Kepentingan Umum karena waktu pelaksanaan 
pengadaan tanah di Kabupaten Banggai dan pembangunan fisik ruang 
terbuka hijau di daerah aliran sungai simpong belum selesai sesuai 
dengan waktu yang ditentukan. Proses musyawarah bentuk dan nilai 
ganti kerugian ada beberapa pemegang hak atas tanah yang menolak 
nilai ganti kerugiaan yang diajukan pemerintah dari hasil penilian 
appraisal dianggap karena belum bisa memenuhi harga kelayakan 
yang diinginkan para pihak yang berhak serta mesikup adanya 
keberatan dari pihak yang berhak tetapi tidak mengajukan keberatan 
ke Pengadilan Negeri setempat, pada proses pemberian ganti kerugian 






tanah  harus menunda pemberian ganti kerugian pada 2 pihak yang 
berhak karena tidak tersedianya uang ganti rugi akibat dari 
pemotongan anggaran APBD pada tahun 2016 sehingga pemberian 
ganti kerugian harus dilakukan tahun 2017 menunggu dana tersedia. 
2.   Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum dalam pembangunan alam ruang terbuka 
hijau oleh pemerintah daerah pada kegiatan program pengembangan 
kota hijau (P2KH) di Kabupaten Banggai yaitu faktor pendukung 
yaitu adanya amanat setiap wilayah kota/kabupaten harus memenuhi 
minimal ruang terbuka hijau 30%, menormalisasi daerah alirangan 
sungai simpong yang rusak, adanya gerakan program pengembangan 
kota hijau (P2KH), dan adanya permintaan tanah dari instansi terkait. 
Faktor penghambat yaitu keterbatasan APBD karena pemotongan 
anggaran 2016 menghambat pengadaan tanah dan pembangunan 
ruang terbuka hijau, masalah identifikasi subyek pengadaan tanah 
yang tidak berdomisili di Kabupaten Banggai, ada beberapa pemegang 
hak atas tanah yang belum mengalihkan tanahnya, adanya pihak yang 
berhak masih menolak nilai ganti kerugian, dan adanya 5 subyek 
pengadaan tanah yang tidak dapat menunjukan bukti penguasaan 









       Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah harus memberikan 
kepastian ganti kerugian kepada pemegang hak milik atas tanah sehingga 
dengan adanya ganti rugi yang layak dapat memberikan kesejahteraan dan 
kemakmuran bagi pemegang hak atas tanah akibat dari pengadaan tanah 
yang dilakukan serta pada tahap proses pelaksanaan harus ditunjang 
dengan kesiapan perencanaan, anggaran dan kepanitian pengadaan tanah 
yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dibidang pelaksanaan 
pengadaan tanah, disisi lain masyarakat kooperatif sertja bekerja sama 
dengan panitia pengadaan tanah serta dalam hal menentukan harga tanah 
subyek pengadaan tanah haruslah rasional dan tidak menentukan harga 
yang sangat mahal agar proses pengadaan tanah dan pembangunan ruang 
terbuka hijau di Kabupaten Banggai dapat terselesaikan sesuai dengan 
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